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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan    
Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota. 
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, perlu menetapkan 
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye. 
 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini 

adalah :  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4874); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020  tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 



Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi  Pemilihan Umum 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 
tentang  Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam 
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan  Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan  Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). 

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 119/PL.02.5-Kpt/7326/KPU-

Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang : 

Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  Pasangan Calon Peserta 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, meliputi: 1. 
Pertemuan terbatas; 2. Pertemuan tatap muka dan dialog;  3. Pembuatan 
bahan kampanye; 4. Jasa managemen/konsultan;  dan 5. Alat peraga 
kampanye. Jadi Total Pembatasan Dana Kampanye adalah Rp 13.532.701.000  
( tiga belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah). 

 
CATATAN :    -  Keputusan  KPU  Toraja  Utara  ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 

September   2020. 
 

         -            Lampiran 2 halaman.             

 

 

 

 

 

 

 


